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ABSTRAK 

ISTI IMANIATI, Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem 

Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. 

(Dibawah bimbingan Bapak Yancik Syafitri, SE., M.Si dan Bapak Rifani 

Akbar Sulbahri, SE., MM., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CSRS). 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada Pengaruh 

Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, dan Ketaatan Peraturan 

Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banyuasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai yang 

ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan sampel penelitian 

sebanyak 50 responden yang terdiri dari Bendahara, PPK, dan PPTK. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan 

bantuan Program SPSS 24. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pemahaman 

akuntansi, penerapan sistem akuntansi, dan ketaatan peraturan perundang-

undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuasin dengan nilai signifikan F sebesar 0,000 < 0,05. Persamaan regresi 

linear berganda Y= 6,811 + 0,191X1 + 0,526X2 + 0,438X3 + e. Pemahaman 

Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan 0,026 < 0,05. Penerapan Sistem 

Akuntansi berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05. Ketaatan Peraturan 

Perundang-Undangan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05.  

Kata Kunci : Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi, 

Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan, Akuntabilitas Kinerja 
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ABSTRACT 

ISTI IMANIATI, The Effect of Accounting Understanding, Application 

of Accounting Systems, and Compliance with Legislation Against Performance 

Accountability at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency. (Under the 

guidance of Mr. Yancik Syafitri, SE., M.Si and Mr. Rifani Akbar Sulbahri, SE., 

MM., M.Ak., Ak., CA., ACPA., CSRS). 

This study aims to determine whether there is an effect of understanding 

accounting, application of accounting systems, and compliance with laws and 

regulations on performance accountability at the Banyuasin Regency Regional 

Secretariat. The population in this study were all employees at the Regional 

Secretariat of Banyuasin Regency with a research sample of 50 respondents 

consisting of the Treasurer, PPK, and PPTK. The data analysis technique used is 

multiple linear regression analysis with the help of SPSS 24 program. 

The results of this study indicate that there is an effect of understanding 

accounting, application of accounting systems, and compliance with laws and 

regulations on performance accountability at the Regional Secretariat of 

Banyuasin Regency with a significant F value of 0.000 <0.05. Multiple linear 

regression equation Y= 6.811 + 0.191X1 + 0.526X2 + 0.438X3 + e. Accounting 

understanding has an effect on Performance Accountability at the Regional 

Secretariat of Banyuasin Regency with a significant value of 0.026 <0.05. The 

application of the accounting system has an effect on performance accountability 

at the Banyuasin Regency Regional Secretariat with a significant value of 0.001 

<0.05. Compliance with laws and regulations has an effect on Performance 

Accountability at the Regional Secretariat of Banyuasin Regency with a 

significant value of 0.000 <0.05. 

Keywords: Accounting Understanding, Accounting System Implementation, 

Compliance with Legislation, Performance Accountability 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Konsep akuntabilitas bukan hal yang baru di Indonesia, hampir seluruh 

instansi dan lembaga-lembaga pemerintah menekankan konsep akuntabilitas 

dalam menjalankan fungsi administratif kepemerintahan. Akuntabilitas terkait erat 

dengan instrumen untuk mengontrol suatu kegiatan terutama dalam hal 

pencapaian hasil pada pelayanan publik. Akuntabilitas menurut (Mahsun., dkk, 

2018: 18) yaitu: 

“Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban publik atas 

pengelolaan organisasi yang sumber pendanaannya secara tidak langsung 

adalah dari masyarakat (publik).” 

 

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 

mengharuskan Pemerintah memenuhi akuntabilitas dengan memperhatikan 

beberapa hal, yaitu pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi 

pemerintah daerah, dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan. 

Informasi keuangan pemerintah daerah saat ini menjadi suatu keharusan 

yang wajib untuk disampaikan, hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu bentuk 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan 

Presiden Nomor 72 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Nomor 74 Tahun 2016. 

Proses penyiapan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan dukungan 
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pengetahuan akuntansi yang memadai atas standar yang mengatur penyusunan 

laporan keuangan instansi pemerintah. Sistem pertanggungjawaban keuangan 

suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan 

keuangan yang baik (Mardiasmo, 2018 : 27). Pemahaman sistem akuntansi 

diperlukan untuk dapat menyajikan informasi keuangan yang memadai dalam 

bentuk pelaporan keuangan yang dapat dipahami oleh pengguna, maka harus 

dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan 

daerah. Adanya pemahaman akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang 

efektif, harus memenuhi prinsip dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah 

yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010. 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintah, standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip 

akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar 

akuntansi pemerintah bermanfaat untuk pemenuhan kebutuhan informasi 

keuangan secara umum yang lebih berkualitas bagi para pengguna laporan 

keuangan dalam rangka menilai akuntabilitas dan membuat keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik. 

Basis penerapan standar akuntansi pemerintah yaitu berbasis kas dan 

berbasis akrual. Basis akuntansi yang digunakan untuk laporan keuangan 

pemerintah adalah basis kas, sedangkan basis akrual digunakan untuk pengakuan 

asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu basis kas untuk 
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laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas diterima 

direkening kas umum negara/ daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja 

diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum negara/ daerah atau 

entitas pelaporan. Basis akrual digunakan untuk neraca berarti asset, kewajiban, 

dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat 

terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh 

pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat uang kas dan setara kas 

diterima/ dibayar. 

Ketaatan peraturan perundang-undangan juga merupakan elemen penting 

yang secara langsung berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

selain dari pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi 

pemerintah daerah. Menurut (Hasanah dan Ahmad, 2017 : 36), pelaporan 

keuangan pemerintah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang mengatur keuangan pemerintah. ketaatan pejabat terhadap 

diberlakukannya peraturan tersebut menjadi salah satu aspek yang juga 

memberikan pengaruh terhadap terlaksananya kinerja yang maksimal dari 

Pemerintah Daerah. Instansi Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi wajib 

untuk menaati peraturan yang berlaku sebagai dasar penyelenggaraan akuntansi 

pada pemerintahan. Pelaksanaan dari Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

yang ada di Indonesia juga diperkuat dengan adanya berbagai aturan hukum 

beserta perangkat peraturan yang ikut mengaturnya. Aturan hukum yang berlaku 

tersebut merupakan unsur yang menjadi kewajiban untuk ditaati maupun 

dilaksanakan sehingga dapat terhindar dari penyelewengan, penyimpangan, 
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maupun kecurangan dalam bentuk apapun yang kemudian dapat mengakibatkan 

timbulnya hambatan untuk tercapainya kinerja dari pemerintah daerah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulharman, 2015) dan (Sella, 

2021) menunjukkan hasil yang sama bahwa pemahaman akuntansi pemerintah 

berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi dapat meningkatkan kinerja 

pegawai karena pemahaman yang baik dapat memudahkan pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan meja kerja yang telah ditentukan. 

Penerapan sistem akuntansi pemerintah juga dapat mempengaruhi 

akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penelitian yang berkaitan dengan Penerapan 

sistem akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yang dilakukan (Karima, dkk., 2021) menyebutkan bahwa penerapan sistem 

akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah. Suatu instansi mampu menerapkan sistem akuntansi 

pemerintah daerah dengan baik, maka akuntabilitas kinerja pegawai pada instansi 

tersebut juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya penerapan sistem 

akuntansi tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pratiwi dan Setyowati, 

2017) menyatakan hal yang sebaliknya yaitu penerapan sistem akuntansi 

pemerintah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

 Ketaatan pada peraturan perundang-undangan juga diduga dapat 

mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan 

oleh (Razi, 2017) berhasil membuktikan bahwa ketaatan pada peraturan 
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perundang-undangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas 

kinerja pemerintah daerah, namun hasil tersebut tidak sejalan dengan hasil 

penelitian (Lumenta, dkk., 2016) yang menyatakan bahwa ketaatan peraturan 

perundang-undangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah.  

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman 

akuntansi pemerintah,  penerapan akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan pada 

peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

menunjukkan masih terdapat celah (gap) dalam penelitian tersebut, sehingga hal 

ini pula yang memotivasi peneliti untuk mengangkat kembali topik dalam sebuah 

penelitian. 

Fenomena mengenai akuntabilitas kinerja sangat menarik untuk dikaji 

lebih jauh. Kenyataannya dalam beberapa tahun belakangan ini, fenomena yang 

terjadi dalam pengembangan sektor publik di Indonesia adalah menguatnya 

tuntutan akuntabilitas akan pengelolaan lembaga-lembaga publik baik pusat 

maupun daerah (Hasanah dan Ahmad, 2017 : 3). Hal tersebut juga berlaku pada 

Kabupaten Banyuasin, tuntutan akan akuntabilitas kinerja semakin tinggi terhadap 

lembaga-lembaga publik daerah khususnya pada SKPD, dengan berpedoman pada 

literatur yang telah ada, peneliti akan mencoba untuk menganalisis akuntabilitas 

kinerja di Kabupaten Banyuasin karena Kabupaten Banyuasin merupakan 

kabupaten yang masih tergolong baru yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten 

Banyuasin merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Banyuasin. 
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 Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kabupaten Banyuasin yang dilakukan 

oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(KemenPANRB) pada tahun 2014 berada pada kategori B, sedangkan pada tahun 

2015 menunjukkan terjadinya penurunan nilai evaluasi menjadi C (sumber: 

http://rbkunwas.menpan.go.id). Hal ini yang menjadi sorotan dari Deputi Bidang 

Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, serta masyarakat. 

Hal ini juga yang membuat peneliti ingin  mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja 

di Kabupaten Banyuasin khususnya pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuasin seberapa besar pemahaman akuntansi pegawai yang mengelola 

keuangan, apakah sudah disajikan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, 

dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang telah menetapkan 

peraturan mengenai keuangan daerah dan penyusuanan laporan keuangan 

pemerintah daerah. 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, 

dengan fenomena dan adanya research gap pada tema penelitian ini, maka 

peneliti tertarik untuk menguji kembali bagaimana pengaruh pemahaman 

akuntansi pemerintah daerah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan 

ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin dalam skripsi yang berjudul : 

“Pengaruh Pemahaman Akuntansi,  Penerapan Sistem Akuntansi, dan 

Ketaatan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin.” 

 

http://rbkunwas.menpan.go.id/
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1.2  Perumusan Masalah 

 Sesuai dengan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi 

pemerintah daerah, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan secara 

simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banyuasin? 

2. Apakah pemahaman akuntansi pemerintah secara parsial berpengaruh 

terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin? 

3. Apakah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah secara parsial 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuasin? 

4. Apakah ketaatan atas peraturan perundang-undangan secara parsial 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Banyuasin? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah, penerapan sistem 

akuntansi pemerintah daerah, dan ketaatan atas peraturan perundang-undangan 

terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin 

secara simultan. 
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2. Mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi pemerintah daerah terhadap 

akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin secara 

parsial. 

3.  Mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah 

terhadap akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin 

secara parsial. 

4. Mengetahui pengaruh ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap 

akuntabilitas kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin secara 

parsial. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian tersebut dilakukan dengan harapan adanya manfaat yang dapat 

diambil bagi semua pihak yang berkepentingan, dan hasil dari analisis yang 

diperoleh dalam penelitian ini juga dapat memberikan manfaat untuk: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan serta 

dapat mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan pemahaman 

akuntansi pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, dan 

ketaatan atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pembaca 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahua bagi 

pembaca dan menyediakan informasi terkait dengan pemahaman akuntansi 

pemerintah, penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah, seta ketaatan 

atas peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin. 

b. Bagi Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan 

Universitas Tridinanti Palembang mampu memberikan kontribusi 

pengembangan teori, terutama yang berkaitan dengan akuntansi khususnya 

untuk memahami masalah yang sedang dibahas. 

c. Bagi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuasin 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis untuk 

menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah sebagai alat bantu untuk 

mengevaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 
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